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Menimbang

Mengingal ;1.
2
3
4,
5.

WALl KOTA MEDAN,

bahwa untuk melakssnalan ketentuan Pasal 495
Feraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentsrg Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidifan
Kotz Medan, perla membentilk Peraturan Wali Kots
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Telonis Seloalah
Dasar Megeri Pada Dinas Perndidikan Keta Medarn,

Pasal 18 avat (B) Undang-Undang Dasar Negsra
Republik Indonesiz Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tereang
Pembentukan Daerah Otonom  Kota-Kota  Pesar
Dalam  Lingkungan  Daersh  Yopinsl Sumaters
Ulara {Lembaran MNegsra Republik Indorresis
Tahunr 1936 HNomor 5%, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 1092);

.- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Repnblik indonesia Talun 2003 MNomwor 78,
Tambahan Lembaran MNegare Kepublik Indonesia
Monmare 4301},

Undanp-Undang Nomor 25 Tahun 2009 fenisag
Pelayanan Fublik (Lembesran Negara ERepubdik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahsn
Lembaran Megara Repubdik Indonesia Namar 5038}

Undang-Undang Nemer 5 Tabun 2014 tentang
Anaratur Sinil Nesara [Lembaran Megara Republic



id.

Undang-Undang Namor 23 Takun 214 teneang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Hepublik Indonesia Nomer 5587,
achagaimana folah diubah beboraps. kali terakbar
dengan Undang-Undang Wemor O Tahurn 2005
tentang Perubahan Kedva atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Teniang Pemermtahan
Daerah (Lemnbaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tembehan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Notnar 5675

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negaoa
Republik Tndonesia Tahun 2014 Nomer 300
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indoocsis
Nomor S601);

Peraturan Pemerntah MNomaor 22 Tahun 1873
temtarng  Perlugsan  Daereh  Kotomadya  Medan
{Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1973
MNomar 28, ‘Tambahan Lembaran Megara Fepublils
Indanegia Nomar 3005);

. Peratursm Pemerintah Nomor 50 Tahun L9491

tentang Pembentukan Kecamautan Berastagl Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1T Karo, Kecamaran Pernalang Bandar, Huta
Bavu FRaja Dan Ujung Padang T Wilavah
Kabupaten Daerah Tingkat [T Simahiogun,
Kecamatan  Patbuluan 0f Wilavah  Rabupaten
Daerah Tingkat I Daif Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Folonia, Medan Maimun, Medan Selayvang, Medan
Amplas Dan Medan Area [ Wilavah Kotamsddys
Daerah Tingkat I Medan Dulam Wilayab Propinsi
Daersh Tingkat [ Sumatera Ulare {Lembarse
Negars Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 671

Peraruran Pemerintzh Momor 33 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18  [Delupan  Belas)
Kecamatan Di Wilavah Kabupalen-Kabupaien
Daetah Tingkat 1 Simalunpun, Dait, Tapaniul
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapamult Tengab.
Wins, Langkat dan Wilayah Kutumad}a Traerab
Tingkat T Medan dalam Wilayah Propinsi Dacrah
Tingkat 1 Sumatera Utara [Tembaran  Negara
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13.

14.

15.
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Peraturan Pemerdntah Nomor 39 Tahun 2605
tentang Standar Masional Pendidilzn [Lembaran
Mepara REepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambabkan Lembarmn Hegars Fepublik Indonesis
Momor 4496, sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan  Pemerniah Nomor 13 Tabwun 255
tentang Perubahan HKedua Aras Peratiran
Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik
Indonesta Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

. lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
teritang Wajib Belajar [Lembaran Negera Repubilik
Indonesia Tahun 2008 XNomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563,

Peraturan Pemerintah  MNoetoe 98 Tahun 2008
tentang Pendansan pendidikan (Lembaran MNepara
Remiblik  Indonesia Talkun 2008 MNomor 91
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 3864);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 24140
tentang  Pengelolahan  dan Penyelenpgarsan
Pendidikan [Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5105}
sehagaimana telash diubab  dengan  Peraturan
Pemerintabr  Nomor 66 Tabun 2010 tentang
Perubahan Atas Peratursm Pemerintah Nomor 17
Tahune 2010 tentang Pengrlolahan dar
Penyelenggaraan  Pendidikem  [Lembarvan  Megara
Hepublilk [ndonesia Tahun 2010 Nomor: 113,
Tambahan Lembaran Wepara Republik Indonesiz
MNomer 5157);

Peratwan Menteri Pendidikan dan Kebildavaso
Momor 19 Tahun 2007 tentang Stancar Pengelolasn
Pendidikar (leh Satuan Pendidilkan Dasar dan
Menengah;

eraturan  Menteri- Dalarm  MNegerd WNomnor 12
Tahun 2017 tentsng Pedoman Pembentukan Gan
Klasifikasi Cabanp Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah [Berita Negara Republik Tndonesia
Tahun 2017 MNomor 451);



17 Peratyran Daergh  Kola  Medao  Nomor LS
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peromgloat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daesrab Kota Medan
Tahun 2016 Romor 153, Tambahan Lembaran
Paerah Kota Medan Momor 3);

18. Peraturan Wali Hota Medar Nomor [ Tahun 2057
tentang Bedudukan, Susunsn Organiwast, Topdas
Dan Fungsi., Dan Tata Kerja Perangkat Daerzh
(Berita Daerah Kota Medan Tabun 2017 Nomor I},
sehagaimana telah diubah dengau Peraturan Wali
Kota Medan Nomeor 40 Tahur: 2017 tentang
Perubaban Atas Peraturan Wali Kota Medan
Momaor | Tahun 2017 tentang  Eoduduoksn.
Susunan Crganisag, Tueas Dan Fungs:, Dan Taia
¥erja Perangkat Praerah [Berita Dacral Kot Medan
Tahwg 2017 Nomeor 440);

19. Peratuvan Wali Kot Medan Normar 55 Tahun 2007
tentang Eingian  Tugas dan  Funpsi  Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Dacrab Kota Medan
Tahun 2017 Momor 35,

MEMUTUSKEAMN.

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUEAN

UNIT PELAKSANA TEEXIZ SEROLAH BDASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN KOTA MELAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dialam Peraturan Wali Kota ini yeng dimalesad dengan:

1.

2.

3

Paerah adalah Koia Medan.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggacaan ETUSEN
pemerintahan oleh pemerimtah daerah dan dewan perwakilan
rakyal daersh menurut asas otonomi dan (ugas penmdbantuan
dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indomesia sebogaimana dimaksid
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ' -

Pemerintah  Daerah  adalah  Wali Kota  sebagai unsur



6.

1.

{1}

(2}

(1}

(<

Dins adalah Dinag Pendidikan Kola Medan,
Hepala DHnas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kot Medan.
Sekretaris adalah Sekretans Dinas Pendidikan Kota Medan.

Sekolah Dasar Negeri vang selanjutnya disingkat S0 MNegen
ddalats saluan pendidikan formal tingkat dagar,

Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah puru vang diberd tugas
tambahan sebagai kepala scholah;

Umit Pelaksana Teknis yvang s':éla_nju!n}:a disingkat UPT adaiah
WP Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Fendidikan Kota Medan.

BAEII
PEMBENTUHKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISAE]

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UFPT Sekolah Dasar Neger di linghkungan
Dras.

UFT sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1) ferdapat :Ialam:
lampitan [ yang mermpalan bagian yang tidak terpisahilan dar
peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudulkan

Pazal 3 *

UPT Sekolalh Dasar Neperi merupakan UPT vang berada &
lingkungan Dinas.

UPT Sckalah Dasar Negen sehagaimana dimalisud pada Ayt L}
dipimpin oleh seorang pejabal fungsional guru yang diberi tugas
tambahan sehagai Kepala UPT vang berkedudulkan di bawah dan
bertanggungawab kepada Kepala Dinas melalui Sekreraris.



£

Parapral 2
Tugas Dan Funpesi

Pasal 4

UPT Sekolah BPagar Neperl mempunyal tugas menyelenprarakan
proges  belajar mengajar  dan  pelayvanan  pendidikan linghkup
pendidikan  sekodah  dasar herdasarken  peraturan perundang-
undangarn.

Pasal &

Dalam  menyelenpearakan tigas sebagaimane dimaksud dalam

Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a. menvelenpgarakan kepiatan pendidikan;

b, membing lkesizwaan;

o, melalsanaken bimbingan dan penilaian bagl gury dan tenaga
kependidilcan lainnya;

d. menyelenggaraksan administrasi sekolah;

e. merencanakan pengembangan, pendayagunaart, dan
pemeliharaan samna prasarans;

f. melaksanakan hubungan sekolab dengan Hngkuhgan, orang s
dan/masvaralkar;
¢ melaksanakan  rekrutmen siswa berdaswrkan peratursn

perundang-undangan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diterikar oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susuran Drganisasi

Pasal &

Strukiur Oreanisasi UPT Selnlah Dasar Negeri terdin atas;
. kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;

. Kepala Tata Ueahs; .

. Kepala Perpustakaan; ;

. Ketompolk Jahatan Fungsional Gury dan fungsional lammys.
dan

. Pelaksana.

—
—

[P B -

-]

(7} Bapgan struktur organisasi UPT  Sekoluh  Dasar  Neger
schapgaimana dimaksud pada avat {1] tercanium dalam lampicae
I Peraturan Wali Kota ini




Pasal &

{1) Jabatan kepala perpustalkasn sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {1) huruf ¢, dircalisasiken pengizisn jabatannya
berdasarkan  kebutuban il  dan  perpustakaannya  telah
memettithi standar scrta scsuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2} Jubatan =cbagaimana dimaksud pada ayal (1), dipimpin oleh

(4

scuTang pojabat fungsional gury, pustakswan dan/atau pejabat
fungsional lainnva  yang  diberd  tugas  tambahan  untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola
perpustakaan, dan berfangungawab kepadsa Kepata UPT.

Tugas, fungsi dan tangpungjawab sebagaimans pada avat [
ditetaphkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundsang-
undangan.

Pengangkatan kepals perpustaltasn dilalesanakan oleh Kepsata
IDinas  berdasarkan  usulan  dari Kepala UPT  berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
aap Tl
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negen

Pazal O

[

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah ¢

&,

merencanakan program dan kegiatan pembelajuran Sebiolak
Dasar Negeri dengan mempedomani rencana urnum kota, rencaiis
girategie, kurilmium, dan rencana kerjs  Dinas  untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan,

menvusun  bahan  kebfiakan f{eknis operasional, standar
aperasional prosedur, standar kompelcnsi jabatan. anabisis
jabatan, analisis beban lkega, evalaasi jabaran, dan smnd:lg-
lamnnya linglup Sekolah Dasar Neger untule ditetapkar lehin
lanjut cleh Kepala Dinas sehingpa terselenggaranya aktiatas dun
tugas secara optimal,

membag tugas, pembimbingan, pemilaian, penghargast, c];:m_



menganalisis tantangan, peluang, kekuson, dan kelemahban
sekolaby

melaksanakan analisis dan keputesan anggaran selolah serma
keputusan penting lainnyva dengan melibatkan purn,  komile
sckolsh berdasarkan peraturan perundang-undanpgan;
metaksanakan komunilast secara proaktif dan porswasil untuk
menciptalean duktangan intensif dar orang tua peserta didik dan
Togyaraloat,

menjrga dan meninglatlan motivast kerja pendidik dan tenaga
kependidikan  denpan  mengpunakan sistem pemnberion
penghargauan atas prestasi dan sangsi atas pelanpparan perafuzoan
dan kode etik;

menciptakan lingkungan pembelajaran vang efelodf bagi poserta
didik;

melaksanakan tugas den tengpung jawab atas percncenaat
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikolum;

mefaksanakan dan  merwmusken  programl superdisi,  serty
memanfaatkan hasil supervisi untuk  meningkatikan kinerja
sekolah;

melaksanakan penyusunan dan memsiuskan tata terbh proses
belajar mengajar dengan melibatkan pihal  terkadl vk
meningkatkan tautu  pendidikan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan;

memfasilitasi pengembangen. penvebarluasan, dan pelaksanasn
vigi pembelajaron yang dikomunikasikan dengan  baik  dan
diditkung oleh komnunitas sekolah;

membanty, membina, dan mempertahankan lingkungan sckolah
dan program. pembelajaran vang keondusif bagl proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para gury dan wrsgs:
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga namsa baik
lembapga dan profesi; ;
melaksanakan menajemen organisasi dan pengoperasian simber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar vang aman,
sehat, efigien dan efelktif; .
menjalin kerja. sama  denget orang ua peEcria didik dan
masyarakat, dan komite sekolah menanggapi keponlingan dan
kebutuhan komunitas yeng beragam, dan metnoblisasi sumber
daya masyarakat; .
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tuigas lain vang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedusa
Kepala Tata Usaha

Fasal 10



menyiapkan  bahan  kebijaken: telmis  operasional, stendar
operagional prosedur, standar lompetensi jabatan, analises
jabaten, analikis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lehih
lanjut ofeh Kepala Dinas schingga terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara aptimal;

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaarn, dan
penegalkan/petiroscsen kedisiplinan Pegawai ASN [reward and
punishment} lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancazan
lupas Sekolah Dasar Negenl berdasarkan atas  perasuran
perundang-undangan;

melakukan pengoordinasian dan penveliaan urusan pembukuan,
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban
anpparan Sekolah Daszar Negeri;

melalulan urusan kepepawaian dan pengembangan pegawai di
linglungan Sekolah Dasar Megerd; :
melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembeayarsn
belunja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pommbavaran
lainnya;

melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;

melakukan fasilitasi peningleatan komnpetensi pendidik dan renags
kependidilkan;

melakukan kerja sama di bidang pengembangan  dan
pemberdayaan pendidil dan tenapgd kependidilan;

melakoukar urusean pengelolaan persuraian, perpustalasn, dan
kearsipan;

melakukan urngan publikasi dan dokumentasi;

melakukan penyusunap  rehcana  kebutuhan,  pengsdasn,
penerimaan, imventarizasi, penyiapanan, penphapuazan  dan
pendistribusian barang milike dacrah;

. melakukan pengpordinasian dan penyeliaan urussn keamanas,

lketertiban, kebersiban, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Dasar Negerd;

. melalmkan pergaiuran penpoUnaan sarana dan prasaranda;

melaksanakat huhungan kerja sama dengan orang tua peseria
didik dan masyarakat; )
melaporkan hasil pelaksanaan ugas kepada Kepuala Sekoizh
Cragar Negeri; dan ]
melaksanalan tagas kedinasan lainnya vang ditigaskan niel
Kepala UPT.

Bagian Ketiga .
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal I'1

Lireian Thaeaz Kelompok Jabatan Fungsicnal Gy Ui fangsional



mwdaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
melalsanalan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT,

Bagian Keempat
Pelaksana

Pagal 12

Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana
berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan &nalisisi
heban lerja dan sesuai dengan ketentusp peraturan perundang-
undangamn;

Jabatan pelaksana mempunyal tugas melaksanakan tugas teknis
operasional yang menjadi tugas dan tangpungjawabnya sclaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dan hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja bevdasarkan peraturad
perundang-undangan;

Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Lamnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdassrkan
Peraturan Perundang-undangan, :

BAE 1V
TATA KERLTA

Fasa! 13

Dalarn rangka meninglkatkan -kualitas pelayanan  pendidizan
formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan
standar pelayanan, standar operasional proscdur, otk
pengaduan, serta secara berkala melaksanalan survel Kepusssn
Magsyarakat [(SKM} pada Sekolah Dasar Megeri berdasarksn
peraturan perundang-undangan.

Dalsm melaksanakars tugas Kepala UFT  wajih menerakan
prinsip  koordinasi, integrasi  dan sinkronisasi  untok
teysclenggaranya proses belajar  mengajar dan  pelayaran
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala UFT wajib mengawasi bawahanmya dan bila terjadi
penyimpangan sgar mengambil langkah-iangkah yang dipetlukean
sesuai dengan persiuran perundang-undangan.

{4] Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengourdinasikatn
— R T R . PR S )

e, A T



i3] Kepala UPT wajil menglocti dan mematohi peraturan perutidang-
wvidangan dan bertangsung jawaly kepads Kepala Dinas cas
menyviapkan laporan berkala tepac pada wakiunva.

6] Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebapai babisn Untuk penyusinan
laporan Ishih lanjut dan bahan wntuk memberikan perunjulk
kepada bawahannya.

(#) Kepata UPT dalam penvampaicn laporan kepada Kepala lunas.
teribusan laporat wajib disampailzan kepada sotuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

{85 Dhadam rengka kelancaran pelaksanasn {ugas Kepala LCPT
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadalkan
rapat erkala.

BAB ¥
KETENTUAN PENLUTLIFP

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Apar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinlahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota hledai.

Ditetaplan di Medan
pada tangeal 14 Fobruard 2015

WAL KOTA MEDAN,
ttd
* DZLIMI ELDIN &
Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Thd

SYAIFLUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TANUR 2018 NOMOR 20
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171 |50 NEGERI M. 060933 Jl PRI ATE £ KEWALA BEKALA MEDAN JOHOR
172 150 NEGERL NO. 060934 JL, LUK 2 T KALA BERALA LIEDAN JOHOR
173 |50 NEGER] NO. 080935 JL. FINTU AIR 1T KWALA BERALA MEDAN JOHOR
174 {80 NEGERI NO. 060936 JL. FINTU AIR 1T KWALA KWALA BERALA MEDAN JOHOR
173 |90 NEGERT N0, 060957 JL. FINTU AIRTT HWALA BRKALA MEDAN JOHOR
176 [SD NEQERI NO. 060938 JL LUK 3 KWALA BEKALA MEDAN JOHOR
177 |20 NEGERI HO, 064032 JL. BERLIAN SARL KM T KODA] DURTAN 5 AMEDAN JOHOR
:178 [20 MeGERl MO, 064033 JL. PARANG 11 NO. 16 EWALA BREEALA MEDAN JUHIR
179 |30 NEGHRL ND. 054034 JL, STM UJUNG SUKA LUHUR B0, 13 |SUKA MATL MEDAN JOHOR |
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